KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1468 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH ZAM ZAM
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 avat (2)
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Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swas=a di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengzah;

. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yang bermury, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
seslal dengan standar nasional pendidikan;

. bakwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

telah memenuhi-persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan

yang telah ditetapkan;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberian [zin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaivah Zam
Zam Kota Semarang;

Uncang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nemor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemenintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20035 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 13 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas
Feraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenteng Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia
Nomar 5670);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Ind¢nesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 486 3);

2. Peraturar. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2008
Nemor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia
Namor 4864,

©. Peraturar. Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

7. Peraturar. Pemerintah Nomor 17 Tahurn 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan iLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor !7 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Z0:0 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157];

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Normor 24 Tshun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untus Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengan Pertama/Madrasah
Tsanawiyah {SMP/MTs), dan Sekolah Meaengah Atas/Madrasah
Alivah (SMA/MA);

9. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayvanan Minitnal Pendidikan di
Kabupsten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tghun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Meateri Pendidikan Nasional
Nemor 15 Tahun 2010 tentang Stsendar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kahupaten/Kota;

10. Peraturan Menter{ Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agams Islam pada Sekolah
(Berita Nesgera Republik [ndonesia Tahur. 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tabun 2013 tentang Perubahan Asas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madresah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekoleh (Berita Negara.
Republik Indanesia Tahun 2013 Nomor €84);

I'l. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negare Republik
Indonegia Tahun 2013 Nomor 1382) scbagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agaria Nomor 66 Tahun 2016
teniang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agams Nomior
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikin Madrassh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12 Peraturen Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
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Menetzpkan

KESATL

KEDUA

KETIGA

KREEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  TENTANG PEMBERIAN IZIN  QPERASIQNAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ZAM ZAM KOTA
SEMARANG.

Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lempiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepsala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
setempat vang memuat paling sedikit perkembangan
jumlah  peserta  didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemeruhan standar sarana presarane, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaltaran visitasi akreditasi
sekolah/medrasah kepada Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi Jawa Tengah
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilal memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan danfatau
hasil akreditas) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlalku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktam KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 14 Mei 2020

F‘lt KEPALA KANTOR WILAYAH
v KEMENTERIAN AGAMA
ROVINSI JAWA TENGAH
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